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Abstract 

This study analyzes the president's right to participate in political campaigns based on Law 

Number 7 of 2017 concerning General Elections, as well as its legal implications in the future. 

The law grants the president and vice president the right to campaign, but it raises debates 

regarding its limitations and impact on the integrity of elections. This research employs a 

normative juridical method using statutory, conceptual, historical, and case approaches, with 

primary and secondary legal materials serving as the basis for analysis. The study focuses on the 

provisions in the Election Law and General Election Commission Regulation (PKPU) Number 15 

of 2023, which regulate the president's campaign rights. Additionally, the research examines legal 

experts' perspectives on the potential abuse of power if the president actively participates in 

campaigns, particularly in the context of the 2024 election, where the president is not running but 

supports a specific candidate. The findings indicate that while the president legally has the right 

to campaign as stipulated in Article 299 Paragraph (1) of the Election Law, the implementation 

must comply with other provisions aimed at maintaining neutrality and fairness in the election 

process. Clear regulations are expected to ensure legal certainty and fairness in the conduct of 

elections in Indonesia. 

Keywords; Presidential Rights, Political Campaign, Election Neutrality 

Abstrak 

Penelitian ini menganalisis hak Presiden untuk berpartisipasi dalam kampanye politik berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta implikasi hukumnya di 

masa mendatang. Undang-undang tersebut memberikan hak kepada presiden dan wakil presiden 

untuk berkampanye, namun menimbulkan perdebatan terkait batasan serta dampaknya terhadap 

integritas pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus, serta memanfaatkan bahan hukum primer 

dan sekunder sebagai dasar analisis. Kajian ini berfokus pada ketentuan dalam Undang-Undang 

Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 yang mengatur 

hak kampanye presiden. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pandangan para ahli hukum 

mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan apabila presiden aktif berkampanye, khususnya 

dalam konteks Pemilu 2024, di mana presiden tidak mencalonkan diri tetapi mendukung calon 

tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun presiden secara hukum memiliki hak 

untuk berkampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Pemilu, 
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pelaksanaannya harus mematuhi ketentuan pada pasal lain yang bertujuan menjaga netralitas dan 

keadilan dalam pemilu. Dengan regulasi yang jelas, diharapkan tercipta kepastian hukum dan 

keadilan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. 

Kata Kunci; Hak Presiden, Kampanye Politik, Netralitas Pemilu 

I. Pendahuluan  

Sistem pemilihan umum di Indonesia sering mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan 

pemilu pada masanya. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menerapkan sistem pemilihan 

pemerintah melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Pelaksanaan Pemilu di Indonesia diatur oleh 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang 

dikenal sebagai UU Pemilu.1 Pemilihan umum, yang merupakan pilar demokrasi, memiliki peran 

penting dalam menentukan arah dan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu ini diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di dalam Undang-Undang tersebut, khususnya pada Pasal 

299 ayat (1) BAB VII Kampanye Pemilu pada bagian kedelapan terkait Kampanye Pemilu oleh 

Presiden dan Wakil Presiden dan Pejabat Negara lainnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak 

untuk melaksanakan kampanye.”.  

Ketentuan pada pasal 299 tersebut harus mematuhi ketentuan Peraturan kampanye, 

khususnya Presiden dan pejabat publik lainnya, diatur setidaknya dalam 10 (sepuluh) pasal, yaitu 

Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, 

dan Pasal 305 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Selain undang-

undang tersebut, ketentuan mengenai kampanye pejabat pemerintah juga diatur dalam Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) No. 15/2023 tentang Kampanye Pemilu. 

Setelah di Perhatikan secara mendalam pada pasal 299 dengan mengkaitkan ketentuan-

ketentuan pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 

dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu tidak diatur secara jelas terkait 

kebolehan Presiden dan Wakil Presiden dalam berkampanye untuk pasangan calon tertentu. 

Sepanjang penelusuran Penulis dalam UU Pemilu memang tidak dijelaskan mengenai larangan 

atau kebolehan yang dituliskan secara tegas mengenai presiden berkampanye untuk paslon lain. 

 
1 Delasnova Lumintang Fices, Dani, “Implementasi Pemilihan Umum Presiden Dalam Kajian 

Konstitusionalitas Sistem Presidensial Di Indonesia,” Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum 12, no. 4 

(2024).  
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Hal ini karena frasa yang digunakan dalam Pasal 281 UU Pemilu adalah “Kampanye Pemilu yang 

mengikutsertakan Presiden harus memenuhi ketentuan”. Sementara, dalam Pasal 299 ayat (1) UU 

Pemilu dinyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan 

kampanye.”Adapun, ketentuan Pasal 299 ayat (2) dan (3) UU Pemilu mengenai kewajiban untuk 

masuk ke dalam tim atau pelaksana kampanye ditujukan kepada kepada pejabat negara lainnya 

selain Presiden dan Wakil Presiden.2 

Dengan demikian, secara normatif, dalam UU Pemilu memang tidak ada larangan bagi 

presiden berkampanye untuk paslon tertentu, asalkan harus menjalani cuti di luar tanggungan 

negara dan tidak menggunakan fasilitas negara. Namun demikian, tindakan presiden berkampanye 

berpotensi menimbulkan komplikasi hukum dan bisa berdampak menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain. Kebolehan presiden berkampanye dalam Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu harus dimaknai 

kampanye untuk dirinya sebagai petahana.  

Undang-Undang tersebut belum mengatur secara rinci bagaimana seharusnya presiden atau 

wakil presiden bersikap ketika diketahui ada anggota keluarganya yang ikut serta dalam pemilihan 

umum. Pasalnya, Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

menerangkan presiden serta wakil presiden memiliki hak melakukan persuasi. Hal ini dapat 

menimbulkan multitafsir jika memang ada anggota keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan 

dengan presiden atau wakil presiden. Hal ini berpotensi merusak kepercayaan publik kepada 

presiden atau wakil presiden, karena dianggap lebih mengutamakan calon karena memiliki 

hubungan kekerabatan, ketimbang menjaga netralitas dan imparsialitas sebagaimana yang 

diharapkan dalam kontestasi demokrasi.3 

Norma dalam Pasal 299 sebaiknya diubah dengan memperjelas bahwa Presiden yang 

diperbolehkan berpartisipasi dalam kampanye adalah Presiden petahana atau calon Presiden untuk 

periode berikutnya, bukan sebagai bagian dari tim kampanye pasangan calon Presiden lainnya. 

 

 

 
2 M A Nirwana, “Aturan Hukum Keberpihakan Presiden Dalam Pemilu,” AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum 

6160, no. 1 (2024): 1–10, https://www.journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/download/1004/524. Hal.,5-6. 
3 Muhammad Mutawalli Mukhlis et al., “Limitasi Demokrasi Hak Presiden Dalam Kampanye Politik 

Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum” 6, no. 1 (2024): 260–80. Hal.,269 
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II. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan 

konseptual.4 Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menganalisis berbagai putusan 

Mahkamah Konstitusi terkait konsep konstitusi hijau. Sumber data dalam penelitian ini terdiri 

dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari putusan Mahkamah Konstitusi 

yang berhubungan dengan pengujian undang-undang terkait lingkungan hidup, sedangkan data 

sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen 

hukum lainnya yang relevan.5 

III. Pembahasan Dan Analisis 

A. Hak Kampanye Presiden dalam penyelenggaraan pemilihan umum 

Kergiatan kampanyer permilur merrurpakan prosers meryakinkan masyarakat agar mau r mernerrima, 

merndurkurng, dan pada akhirnya me rmilih partai atau r kandidat yang serdang dipromosikan.6 

kerternturan Perraturran kampanyer, khursursnya Prersidern dan perjabat purblik lainnya, diatu rr sertidaknya 

dalam 10 (serpurlurh) pasal, yaitu r Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, 

Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, dan Pasal 305 U rndang-Urndang Nomor 7 Tahu rn 2017 Terntang 

Permilihan Urmurm. Serlain urndang-urndang terrserburt, kerternturan merngernai kampanyer perjabat 

permerrintah jurga diaturr dalam Perraturran Komisi Permilihan Urmurm Rerpurblik Indonersia (PKPUr) No. 

15/2023 terntang Kampanyer Permilur. Serderrhananya, isi pokok pasal terrserburt mermurat dura hal, yaitur 

kerternturan yang diperrbolerhkan dan kerternturan yang dilarang karerna sifat hu rkurmnya. 

Pasal 299 Urndang-Urndang Nomor 7 Tahu rn 2017 terntang Permilihan Urmurm mermberrikan 

kerwernangan kerpada Prersidern dan Wakil Prersidern u rnturk berrkampanyer. Serlama masa kampanyer, 

pertahana dilarang me rnggu rnakan fasilitas rersmi, kercurali urnturk kerperntingan keramanan, sersurai 

kerternturan dalam Pasal 281 dari UrUr Permilur yang mernyatakan bahwa : 

1. Kampanyer Permilur yang merngikurtserrtakan Prersidern, Wakil Prersidern, mernterri, gurberrnurr, 

wakil gurberrnurr, bu rpati, wakil burpati, walikota, dan wakil walikota haru rs mermernurhi 

kerternturan: 

 
4  Irwansyah, Penelitian Hukum, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022. 
5 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Bandar Maju, 2008. 
6 Krishno Hadi, Joko Susilo, dkk, Perilaku Partai Politik (Studi Perilaku Partai Politik dalam Kampanye 

dan Kecenderungan Pemilih pada Pemilu 2004), (Malang: UMM Press, 2006), Hal.,43 
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a) tidak mernggurnakan fasilitas dalam jabatannya, ke rcurali fasilitas pe rngamanan bagi 

perjabat nergara serbagaimana diatu rr dalam kerternturan perratu rran perrurndang-

urndangan; dan 

b) Mernjalani curti di lurar tanggurngan nergara. 

2. Curti dan jadwal cu rti serbagaimana dimaksurd pada ayat (1) hu rrurf b dilaksanakan de rngan 

mermperrhatikan kerberrlangsurngan tu rgas pernyerlernggaraan nergara dan pernyerlernggaraan 

permerrintahan daerrah. 

3. Kerternturan lerbih lanjurt merngernai kerikurtserrtaan perjabat nergara serbagaimana dimaksu rd pada 

ayat (1) dan ayat (2) diatu rr derngan Perratu rran KPU r. 

Dalam merlaksanakan kampanyer, perrlur mermperrhatikan batasan hu rkurm yang diatu rr olerh 

perrurndang-urndangan. prersidern harurs mermastikan kerlangsurngan tu rgas-turgas dalam 

pernyerlernggaraan nergara tertap berrjalan serbagaimana terlah diaturr dalam pasal 300 UrUr Permilur yang 

mernergaskan bahwa “Serlama merlaksanakan Kampanyer, Prersidern dan Wakil Pre rsidern, perjabat 

nergara, dan perjabat daerrah wajib mermperrhatikan kerberrlangsurngan turgas pernyerlernggaraan 

nergara dan pernyerlernggaraan permerrintahan daerrah”. serlama merlaksanakan kampanyer, prersidern 

dilarang mernggurnakan fasilitas ne rgara serbagaimana dalam ke rternturan pasal 304 U rUr Permilur yang 

mernyatakan bahwa : 

1. Dalam merlaksanakan Kampanyer, Prersidern dan Wakil Prersidern, perjabat nergara, perjabat 

daerrah dilarang mernggurnakan fasilitas Nergara. 

2. Fasilitas nergara serbagaimana dimaksu rd pada ayat (1) berrurpa: 

a) sarana mobilitas, se rperrti kerndaraan dinas me rlipurti kerndaraan dinas pe rjabat nergara 

dan kerndaraan dinas pergawai, serrta alat transportasi dinas lainnya; 

b) gerdurng kantor, rurmah dinas, rurmah jabatan milik Pe rmerrintah, milik permerrintah 

provinsi, milik permerrintah kaburpatern/kota, kercurali daerrah terrperncil yang 

perlaksanaannya harurs dilakurkan derngan mermperrhatikan prinsip keradilan; 

c) sarana perrkantoran, radio dae rrah dan sandi/te rlerkomurnikasi milik permerrintah 

provinsi/kabu rpatern/kota, dan perralatan lainnya; dan 

d) fasilitas lainnya yang dibiayai ole rh APBN atau r anggaran perndapatan dan be rlanja 

daerrah. 

3. Gerdurng ataur fasilitas nergara serbagaimana dimaksu rd pada ayat (2) yang diserwakan kerpada 

urmurm dikercuralikan dari kerternturan serbagaimana dimaksu rd pada ayat (1). 
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Pernggurnaan fasilitas nergara u rnturk kampanyer terrserlurburng serringkali su rlit dipisahkan dari 

perlaksanaan tu rgas serorang kerpala daerrah. Namu rn, kergiatan ini tertap terrgolong perlanggaran, 

derngan dura asperk perlanggaran u rtama: pernggurnaan baliho se rcara administratif dan pe rmanfaatan 

fasilitas nergara urnturk kerperntingan kampanyer pribadi. Siturasi ini mermerrlurkan perrhatian serrta 

perngawasan yang kertat dermi mernjamin perlaksanaan permilur yang berrsih, jurjurr, dan adil. Serlain itur, 

serlurrurh pihak dan masyarakat perrlur turrurt aktif berrperran, merngingat dampak nergatif dari kampanyer 

terrserlurburng ini. Permanfaatan fasilitas nergara sercara tidak sah dapat merrursak iklim dermokrasi dan 

berrpoternsi merrurgikan nergara dermi kerperntingan pribadi u rnturk merraih su rara terrbanyak dalam 

permilur. 

Larangan pernggurnaan fasilitas ne rgara dalam kampanyer terlah diaturr sercara tergas dalam 

Urndang-Urndang Nomor 7 Tahu rn 2017 terntang Permilihan U rmurm, khursursnya Pasal 280 ayat (1) 

hurrurf h, yang merlarang permanfaatan fasilitas permerrintah, termpat ibadah, dan te rmpat perndidikan 

urnturk kergiatan kampanyer. Di samping itur, urndang-urndang yang sama, Pasal 280 ayat (2), ju rga 

merngaturr erlermern-erlermern terrterntur dalam kampanyer, serperrti perjabat nergara, anggota Terntara 

Nasional Indonersia (TNI) dan kerpolisian, serrta warga nergara yang tidak mermiliki hak pilih. Sermura 

pihak dalam katergori terrserburt dilarang terrlibat dalam kergiatan kampanyer. 

Pasal 281 mernergaskan bahwa perjabat nergara yang terrlibat dalam kampanyer harurs merngikurti 

kerternturan yang ada, serperrti tidak me rnggurnakan fasilitas ne rgara kercurali urnturk perngamanan, serrta 

wajib merngambil curti tanpa me rngganturngkan biaya nergara. Turjuran dari atu rran ini adalah u rnturk 

merncergah pernyalahgurnaan su rmberr daya nergara dalam kampanyer dan mermastikan perlaksanaannya 

berrlangsurng sercara adil. Pasal 305 jurga mermberrikan flerksibilitas bagi Prersidern dan Wakil Prersidern 

urnturk berrkampanyer merskipu rn burkan calon, asalkan me rmaturhi aturran yang ada me rngernai curti dan 

larangan pernggurnaan fasilitas nergara. 

Serlain itur, Pasal 282 dan 283 me rnerkankan perntingnya nertralitas bagi Prersidern dan perjabat 

nergara lainnya, derngan merlarang tindakan yang dapat me rrurgikan ataur merngurnturngkan calon 

terrterntur dalam Permilur. Ini mernurnjurkkan bahwa sertiap perjabat nergara, terrmasurk Prersidern, harurs 
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mernjaga keradilan dan inte rgritas dalam permilur, tanpa mermanfaatkan posisinya u rnturk 

mermperngarurhi hasil permilu r.7 

Serbagai perjabat nergara, prersidern mermiliki perran pernting dalam pernyerlernggaraan kergiatan 

kernergaraan, terrmasurk permilur, karerna kerwernangan yang dimilikinya sangat lu ras dan berrdampak 

signifikan terrhadap jalannya permilur. Berrdasarkan Konstitu rsi Rerpurblik Indonersia, kerwernangan dan 

tanggurng jawab prersidern merlipurti turgasnya serbagai kerpala nergara dan kerpala permerrintahan urnturk 

mernergakkan konstitu rsi dan mermastikan bahwa prinsip-prinsip dasar permilur terrlaksana sercara 

jurjurr, urmurm, berbas, rahasia, ju rjurr dan adil. 

Sercara kerserlurrurhan, UrUr Permilur mernerkankan perntingnya mernjaga keradilan dan intergritas 

dalam perlaksanaan permilur. Perraturran ini dibu rat urntu rk merncergah pernyalahgurnaan werwernang dan 

fasilitas nergara olerh perjabat yang tu rrurt serrta dalam kampanyer, serrta mermastikan bahwa sertiap 

perserrta permilur mermiliki kersermpatan yang sertara. Derngan mernertapkan perdoman yang jerlas terntang 

kerterrlibatan perjabat nergara dalam kampanye r, UrUr Permilur berrursaha mernjaga transparansi dan 

keradilan dalam prosers permilur, serkaligurs merncergah poternsi konflik kerperntingan yang dapat 

merngancam intergritas permilur. Berrdasarkan kerterntu ran dalam Urndang-Urndang Permilur yang 

berrlakur serbagai landasan hu rkurm pernyerlernggaraan permilur di nergara kita saat ini, dapat disimpurlkan 

bahwa Prersidern dan Perjabat Nergara, terrmasurk Gurberrnurr/Wakil Gurberrnurr, Burpati/Wakil Bu rpati, 

dan Walikota/Wakil Walikota, diizinkan u rnturk merlakurkan kampanyer serlama perrioder kampanyer 

Permilihan Prersidern dan Wakil Prersidern, serrta permilihan anggota lergislatif di tingkat nasional, 

provinsi, dan kaburpatern/kota. Namu rn, partisipasi ini haru rs tertap merngikurti batasan dan larangan 

yang diaturr dalam urndang-urndang. 

Kertika serorang prersidern yang serdang mernjabat (bu rkan calon dalam permilu r terrserburt) iku rt 

berrkampanyer urnturk pasangan calon (paslon) te rrterntu r, terrdapat atu rran dan batasan khu rsurs yang 

harurs dipaturhi. Turjuran permbatasan ini adalah u rnturk mernjaga nertralitas se rrta merncergah 

pernyalahgurnaan kerkurasaan dan fasilitas nergara. Olerh karerna itur, serbagai permimpin permerrintahan 

dan kerpala nergara, prersidern harurs mernjaga inderperndernsi dan nertralitasnya serlama permilur, 

terrurtama di lurar masa curti kampanyer. Hal ini pernting u rnturk mernjalankan surmpah jabatan prersidern, 

 
7 Muhammad Rizky Simamora, Dela Safitri, and Jihan Oka Khumaira, “Presiden Dan Prangkatnya 

Melakukan Kampanye Pada Pilpres Ditinjau Dari UU No . 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu” 8, no. 7 (2024): 30473–

30481. Hal.,30478-30479. 
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yaitur mermernurhi kerwajiban derngan serbaik-baiknya dan se radil-adilnya, sertia pada konstitu rsi, 

mernjalankan urndang-urndang berserrta perratu rrannya derngan bernar, serrta berrbakti kerpada bangsa dan 

nergara. 

Permbatasan atas hak dan ke rkurasaan yang lu ras sangat pernting dilaku rkan u rnturk merncergah 

perjabat nergara mermanfaatkan jabatannya de rmi kerurntu rngan pribadi ataur kerperntingan kerlompok 

terrterntur. Tindakan ini be rrturjuran urnturk mernghindari pernyalahgurnaan kerwernangan yang dapat 

merrurgikan purblik dan me rlanggar ertika serrta moralitas yang se rharursnya diju rnjurng olerh aparatu rr 

nergara. Merngingat bersarnya kerwernangan yang dimiliki pe rjabat nergara, perngawasan antarlermbaga 

mernjadi krursial urnturk mermastikan fasilitas pu rblik tidak disalahgu rnakan. Dalam konterks ini, DPR 

berrperran dalam merngawasi perlaksanaan tu rgas Prersidern. Perngawasan yang erferktif mermburturhkan 

sinerrgi antara perngawas interrnal dan erksterrnal. Ole rh karerna itur, para perjabat perrlur berrhati-hati 

dalam merlaksanakan tu rgas dan werwernang yang dipe rrcayakan nergara u rnturk merncergah poternsi 

pernyalahgurnaan kerkurasaan. 

B. Hak Kampanye Presiden di masa yang akan datang 

Permilihan urmurm merrurpakan sarana urnturk mermilih permimpin permerrintahan yang bernar-bernar 

berrasal dari pilihan rakyat, di mana masyarakat dapat me rnggurnakan hak politik merrerka serbagai 

warga nergara. Hak ini me rncakurp hak urnturk mermilih dan dipilih, hak urnturk berrgaburng derngan 

partai politik, serrta hak berrpartisipasi dalam kergiatan kampanyer permilur. Kerternturan merngernai 

permilur diaturr dalam Urndang-Urndang Nomor 7 Tahu rn 2017. Namu rn, dalam praktiknya, 

perlanggaran dan kercurrangan masih serring terrjadi. Salah satu rnya murncurl dalam permilihan prersidern 

langsurng ataur Pilprers, yang mermurncurlkan berrbagai perrsoalan. Salah satu r masalah yang kerrap 

timburl adalah pernyalahgurnaan kerkurasaan ataur aburser of powerr olerh prersidern yang serdang mernjabat 

dermi kerperntingan anggota partainya bahkan hinhgga anggota ke rlurarganya yang akan merncalonkan 

diri dalam permilur berrikurtnya.8 

Salah satu r perristiwa yang me rnarik perrhatian pu rblik barur-barur ini adalah kertika Prersidern 

Jokowi mernghadiri acara "Gerrakan Nursantara Berrsatu r" di Stadion Urtama Gerlora Burng Karno 

 
8 Danna Muhamad Bagas Abdurrahman and Azka Patria Fauzi, “Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of 

Power) Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Perspektif Sovereign Immunity,” SIBATIK 

JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan 1, no. 12 (2022): 2999–3006, 

https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.488.Hal.,3004. 
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(GBK), Sernayan, Jakarta Pu rsat, pada Sabtu r (26/11/2022). Di hadapan pe rndurkurngnya, Prersidern 

Joko Widodo mernyampaikan pidato di hadapan para rerlawan. Ia merngurngkapkan bahwa 

permimpin derngan “kerrurtan di wajah” dan “rambu rt purtih” adalah sosok yang me rmikirkan 

kerperntingan rakyat dan mermiliki perngalaman yang luras.9. Sorotan purblik terrturjur pada pernggurnaan 

fasilitas u rmurm Stadion GBK, yang se rharursnya sterril urnturk perrsiapan Piala Du rnia Ur-20 2023 

merndatang sersurai atu rran Kermernterrian Permurda dan Olahraga, namu rn Prersidern Jokowi dan 

rerlawannya diizinkan mernggurnakan lokasi terrserburt. 

Serlanjurtnya Pada tanggal 29 Me ri 2023, Prersidern Jokowi merngadakan perrtermuran derngan 

merdia nasional di Istana Merrderka, Jakarta. Dalam perrtermuran terrserburt, ia mernyatakan akan "cawer-

cawer" dalam Permilihan U rmurm (PErMILUr) 2024. Kermurdian, pada 24 Janu rari 2024, Prersidern 

Jokowi mernyampaikan dalam wawancara di pangkalan TNI AU r Lanurd Halim Perrdanakursurma 

bahwa serbagai Prersidern, ia diperrbolerhkan berrpihak dan berrkampanyer.10 Pada hari yang sama, 

Prersidern Jokowi merngangkat du ra jarinya. Patwal me rlintas terrlerbih dahurlur, disu rsurl mobil berrplat 

merrah berrturliskan "INDONE rSIA". Dari dalam mobil, tangan merlambai ker arah warga, 

mernampakkan Prersidern Jokowi berrsama Ibur Iriana. Terrlihat ia merngangkat du ra jari, serolah 

mermberri isyarat du rkurngan pada nomor u rrurt dura, yaitu r Prabowo Su rbianto yang berrpasangan 

derngan purtra Prersidern Jokowi. 

Dalam Pasal 1 angka 35 U rUr Permilur dinyatakan bahwa "kampanyer adalah u rpaya urnturk 

meryakinkan permilih, salah satu rnya merlaluri citra diri." Pak Jokowi me rnyampaikan perrnyataan 

terrserburt derngan didampingi Pak Prabowo serbagai calon prersidern nomor urrurt 02 yang berrpasangan 

derngan purtranya. Hal ini sercara terrsirat su rdah mermernurhi erlermern kampanyer derngan mernampilkan 

citra diri Prabowo. Se rlain itu r, ia didampingi olerh Panglima TNI, de rngan latar berlakang praju rrit 

dan persawat bersar milik nergara di landasan urdara Halim Pe rrdanakursurma. Kerjadian ini berrlangsurng 

di terngah simbol-simbol nergara yang mergah dan dalam kapasitasnya se rbagai kerpala nergara, yang 

dinilai tidak serjalan derngan kerternturan perrurndang-urndangan. 

Prersidern Joko Widodo me rnyatakan bahwa prersidern dan mernterri mermiliki hak politik dan 

dermokrasi yang mermperrbolerhkan merrerka iku rt serrta dalam kampanyer permilur, asalkan tidak 

 
9 Harbowo, Nikolaus dan Saptowalyono, Cyprianus Anto, 2022, Pertemuan GBK, Ajang Unjuk Kekuatan, 

https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/11/26/jokowi-ingin-tunjukkan-kekuatanbesar-di-pilpres-2024 (diakses 

pada 10 November 2024 pukul 15:05). 

 10 Emir Yanwardhana, 2024, Catat! Jokowi: Presiden Boleh Berkampanye dan Memihak, 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20240124093614-4-508527/catat-jokowi-presiden-bolehberkampanye-dan-

memihak , (diakses pada 10 November 2024 pukul 15:19) 

https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/11/26/jokowi-ingin-tunjukkan-kekuatanbesar-di-pilpres-2024
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mernggurnakan fasilitas ne rgara. Perrnyataan ini disampaikan se rbagai rerspons terrhadap berberrapa 

mernterri di Kabinert Indonersia Majur yang terrgaburng dalam tim surksers urnturk merndurkurng pasangan 

calon prersidern dan wakil prersidern di Pilprers 2024. Jokowi mernergaskan bahwa hak u rnturk 

berrkampanyer adalah bagian dari hak de rmokrasi dan politik bagi se rmura warga nergara, terrmasurk 

prersidern dan para mernterri, karerna merrerka adalah perjabat purblik serkaligurs perjabat politik. Ia 

mernambahkan bahwa serlama prersidern dan mernterri tidak me rmanfaatkan fasilitas ne rgara dalam 

kergiatan kampanyer, partisipasi me rrerka dianggap sah me rnurrurt atu rran. Jokowi me rnerkankan bahwa 

serbagai perjabat purblik dan politik, baik pre rsidern maurpurn mernterri mermiliki hak yang sama u rnturk 

terrlibat dalam kampanyer. Aturran yang ada cu rkurp jerlas: serlama kampanyer dilakurkan tanpa 

pernggurnaan fasilitas nergara, tidak ada perlanggaran. Jokowi ju rga mernergaskan kermbali bahwa hak 

urnturk berrkampanyer adalah hak individu r yang bisa dilaku rkan berrdasarkan pilihan 

pribadi.“Pergangan kita adalah atu rran yang ada. Jika atu rran mermperrbolerhkan, silakan; jika tidak 

mermperrbolerhkan, maka harurs ditaati. Ini su rdah jerlas. Jadi, prersidern diperrbolerhkan urnturk 

berrkampanyer, tertapi kerpurtursan urnturk merlakurkannya ataur tidak tertap diserrahkan kerpada masing-

masing individur,” tergas Jokowi.11 

Prersidern Jokowi mermang mermiliki hak urnturk berrkampanyer serbagaimana diatu rr dalam Pasal 

299 ayat (1) Urndang-Urndang Nomor 7 Tahu rn 2017 te rntang Permilur, yang me rnyatakan bahwa 

Prersidern dan Wakil Prersidern berrhak merlakurkan kampanyer. Sercara prinsip, hal ini tidak ke rlirur. 

Namurn, pernting urnturk mermperrtimbangkan atu rran-aturran lain yang mu rngkin mermbatasi ataur 

bahkan mermerngarurhi pernerrapan pasal terrserburt. Dalam konterks Pilprers 2024, hak Pre rsidern dan 

Wakil Prersidern urnturk berrkampanyer harurs ditinjaur apakah sersurai derngan kerterntu ran yang berrlakur. 

Jika terrdapat kerternturan terrterntur, maka pasal te rrserburt akan mermiliki batasan yang haru rs ditaati, 

terrmasurk terrkait isu r kerberrpihakan Prersidern serlama tahapan permilur. Olerh karerna itu r, Pernurlis ingin 

mernganalisis  permbahasan ini be rrfokurs pada indikasi ke rberrpihakan Prersidern dalam 

pernyerlernggaraan Permilur, yang dianalisis berrdasarkan pandangan para ahli dan akade rmisi Hurkurm 

Tata Nergara di Indonersia yaitu r serbagai berrikurt :  

 

11 Mentari Dwi Gayati, “ Jokowi : Presiden boleh kampanye asal tak gunakan fasilitas Negara”  

https://www.antaranews.com/berita/3930024/jokowi-presiden-boleh-kampanye-asal-tak-gunakan-fasilitas-negara 

(diakses pada 15 November 2024 pukul 08.33 WIB) 

https://www.antaranews.com/berita/3930024/jokowi-presiden-boleh-kampanye-asal-tak-gunakan-fasilitas-negara
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Tabel 1. Pandangan para pakar dan akademisi Hukum Tata Negara terkait Hak 

Presiden ikut serta dalam kampanye. 

NNo. 
Pakar dan 

akademisi 

Hukum 

Pandangan terhadap hak presiden ikut serta dalam 

Kampanye 

1. Bivitri 

Sursanti  

Pakar Hurkurm Tata Nergara, Bivitri Su rsanti, merngkritik tindakan 

Prersidern Joko Widodo yang dinilai be rrpoternsi merngganggur 

nertralitas lermbaga nergara. Prersidern Jokowi dianggap kerlirur 

derngan hanya merrurjurk Pasal 282 UrUr Permilur saat mermberrikan 

durkurngan kerpada kandidat, se rmerntara Pasal 280, Pasal 304, dan 

Pasal 307 merngaturr batasan du rkurngan olerh Prersidern dan perjabat 

nergara. Jika merrurjurk Pasal 299 U rUr Permilur, tindakan kampanye r 

Prersidern tertap tidak terpat karerna atu rran lain me rmbatasi 

kerberrpihakan terrserburt.."12 

Bivitri jurga mernyoroti perngersahan Perraturran Permerrintah Nomor 

53 Tahurn 2023 terntang cu rti mernterri dan kerpala daerrah serlama 

kampanyer Permilur 2024, yang dinilai mermburka cerlah perlanggaran 

nertralitas. Perlanggaran ini me rlipurti permanfaatan agernda rersmi 

urnturk kerperntingan kampanyer, pernyalahgurnaan fasilitas nergara, 

serrta pernerrbitan kerbijakan yang me rngurnturngkan kandidat 

terrterntur. Kerkhawatiran ini be rrterntangan derngan prinsip nertralitas 

lermbaga inderperndern serperrti KPUr, Bawaslu r, dan DKPP. Bivitri 

mernambahkan bahwa fernomerna serrurpa serring terrjadi, baik di 

Indonersia maurpurn nergara lain, serhingga pernting u rntu rk diantisipasi 

dermi mernjaga kuralitas dermokrasi. 

 
12 Adinda Kurnia “Kontroversi Netralitas Jokowi : Dilema Kampanye dan potensi Pelanggaran Hukum 

Pemilu 2024” Kontroversi Netralitas Jokowi: Dilema Kampanye dan Potensi Pelanggaran Hukum Pemilu 2024 - 

Strategi (diakses pada 15 November 2024 pukul 08.57 WIB) 

 

https://www.strategi.id/nusantara/10411652325/kontroversi-netralitas-jokowi-dilema-kampanye-dan-potensi-pelanggaran-hukum-pemilu-2024
https://www.strategi.id/nusantara/10411652325/kontroversi-netralitas-jokowi-dilema-kampanye-dan-potensi-pelanggaran-hukum-pemilu-2024
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2.  Satria 

Urnggurl 

Wicaksana 

Prersidern Joko Widodo me rnyatakan bahwa Prersidern dan Mernterri 

berrhak berrpihak dalam permilihan prersidern serlama tidak 

mernggurnakan fasilitas ne rgara. Perrnyataan ini berrlandaskan hak 

politik serbagai bagian dari hak warga ne rgara, te rrmasurk perjabat 

purblik. 

Mernanggapi hal terrserburt, Direrkturr Pursat Stu rdi Anti-Korurpsi dan 

Dermokrasi Urniverrsitas Mu rhammadiyah Su rrabaya, Satria U rnggurl 

Wicaksana, mernyoroti tiga poin u rtama. Pertama, adagiu rm 

"powerr ternds to corru rpt, absolurter powerr corrurpts absolurterly" 

mernjadi tantangan bagi Prersidern Jokowi, yang sercara terrang-

terrangan merndurkurng pasangan Prabowo-Gibran. Praktik ini 

berrpoternsi merlermahkan dermokrasi dan me rndorong 

otoritarianismer, serperrti yang diu rngkapkan Lervitsky dan Ziblatt 

dalam burkurnya “How Dermocraciers Dier”. Kedua, Pasal 282 UrUr 

No. 7 Tahurn 2017 me rlarang perjabat nergara merngambil tindakan 

yang merngurnturngkan atau r merrurgikan perserrta permilu r serlama masa 

kampanyer. Prersidern dan me rnterri terrmasurk perjabat yang wajib 

mermaturhi larangan ini. Ketiga, serbagai simbol kerpermimpinan 

nergara, Prersidern harurs mernjaga nertralitas agar dermokrasi tertap 

serhat dan terrhindar dari otoritarianisme r. Nertralitas harurs dijaga 

derngan mernghindari pernggurnaan instrurmern nergara urnturk 

kerperntingan politik, se rperrti bantu ran sosial atau r proyerk sarat 

kliernterlismer, dermi mernjaga martabat dan inte rgritas 

kerpermimpinan nasional.13 

3. Urberdilah 

Badrurn  

Urberdilah Badrurn merngkritik perrnyataan Prersidern Jokowi yang 

mernyerburt prersidern bolerh berrkampanyer dan berrpihak, karerna 

dianggap merlanggar u rndang-urndang. “Perrnyataan itu r jerlas 

merlanggar urndang-urndang,” u rjarnya, Rabur, 24 Janu rari 2024. 

 
13 Uswandi Sahal “Soal Presiden dan Menteri boleh berpihak di Pilpres 2024, ini kata Pakar Hukum UM 

Surabaya” https://www.um-surabaya.ac.id/article/soal-presiden-dan-menteri-boleh-berpihak-di-pilpres-2024-ini-

kata-pakar-hukum-um-surabaya (diakses pada 17 November 2024, Pukul 17.32 WIB)  

https://www.um-surabaya.ac.id/article/soal-presiden-dan-menteri-boleh-berpihak-di-pilpres-2024-ini-kata-pakar-hukum-um-surabaya
https://www.um-surabaya.ac.id/article/soal-presiden-dan-menteri-boleh-berpihak-di-pilpres-2024-ini-kata-pakar-hukum-um-surabaya
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Mernurrurt Urberdilah, U rUr Permilur merngaturr perntingnya nertralitas 

prersidern. Pasal 48 ayat 1 hu rrurf b mernyatakan bahwa KPU r harurs 

merlaporkan perlaksanaan permilur kerpada DPR dan Prersidern, yang 

mernurnjurkkan prersidern serharursnya tidak terrlibat dalam konte rstasi 

urnturk merncergah pernyalahgu rnaan kerkurasaan. 

Ia ju rga mernyoroti Pasal 22 ayat 1 dan 2, yang me rngamanatkan 

prersidern mermbernturk tim serlerksi anggota KPUr derngan nertralitas 

agar permilur berrjalan adil. Jika prersidern tidak nertral, anggota KPU r 

dikhawatirkan hanya akan me rngikurti kerperntingannya, me rmburka 

cerlah kercurrangan siste rmik. 

Urberdilah mernergaskan bahwa prersidern, serbagai kerpala nergara dan 

permerrintahan, harurs mernjaga nertralitas karerna posisinya 

mermbawahi aparat nergara. “Kertidaknertralan prersidern akan 

mernimburlkan masalah bersar di tingkat bawah,” pu rngkasnya.14 

 

4. Ferri Amsari  Prersidern Joko Widodo (Jokowi) me rnyatakan bahwa prersidern dan 

mernterri bolerh berrkampanyer serlama permilur, asalkan sersurai aturran. 

Perrnyataan ini mernurai kritik te rrkait nertralitas Jokowi dan para 

mernterrinya yang dianggap mermanfaatkan fasilitas nergara. 

Sercara hurkurm, prersidern yang mernjabat mermang diizinkan 

berrkampanyer, tertapi derngan syarat curti di lu rar tanggu rngan nergara 

dan tanpa mernggurnakan fasilitas ne rgara, serbagaimana diatu rr 

dalam Pasal 281 serrta Pasal 304-305 UrUr No. 7 Tahu rn 2017 

terntang Permilur. Merski bergitur, Jokowi dinilai tertap mernurnjurkkan 

 
14 Hendrik Khoirul Muhid “Jokowi banjir kriitk dari Pakar Hukum Tata Negara soal Presiden boleh 

memihak, respon Bivitri Susanti, Ubeidilah Badrun, dkk” https://www.tempo.co/politik/jokowi-banjir-kritik-dari-

pakar-hukum-tata-negara-soal-presiden-boleh-memihak-respons-bivitri-susanti-ubeidilah-badrun-dkk-93672 

(diakses pada 17 November 2024, Pukul 17.49 WIB) 

 

https://www.tempo.co/politik/jokowi-banjir-kritik-dari-pakar-hukum-tata-negara-soal-presiden-boleh-memihak-respons-bivitri-susanti-ubeidilah-badrun-dkk-93672
https://www.tempo.co/politik/jokowi-banjir-kritik-dari-pakar-hukum-tata-negara-soal-presiden-boleh-memihak-respons-bivitri-susanti-ubeidilah-badrun-dkk-93672
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kerberrpihakan sercara terrburka, mermicur perrtanyaan terntang 

nertralitasnya. 

Pakar hurkurm tata nergara Ferri Amsari mernyerburt tindakan ini 

merrursak ertika dan moral politik, te rrurtama karerna prersidern 

merndurkurng anaknya dari partai lain. Me rnurrurt Ferri, prersidern 

serharursnya mernjadi terladan moral dan ertika, te rtapi jurstrur 

mernurnjurkkan serbaliknya. 

Merskipu rn sercara normatif kampanyer prersidern tidak me rlanggar 

hurkurm jika mermaturhi syarat, Ferri mernerkankan bahwa isu r 

urtamanya adalah kerrursakan ertika, burkan serkadar perlanggaran 

aturran. Serbagai kerpala nergara, prersidern berrtanggu rng jawab 

mernjaga nertralitas urntu rk mermastikan permilur yang dermokratis dan 

adil. 

Pasal 48 ayat (1) hu rrurf b UrUr Permilur mernyerburtkan KPU r harurs 

merlaporkan tahapan permilur kerpada prersidern dan DPR, sermerntara 

Pasal 22 ayat (1) dan (2) me rngaturr perran prersidern dalam 

mermbernturk tim serlerksi anggota KPU r. Hal ini me rnurnturt prersidern 

urnturk tertap nertral, serbab kerberrpihakan dalam bernturk kerbijakan 

ataur pernggurnaan fasilitas nergara berrpoternsi mernjadi 

pernyalahgurnaan werwernang.15 

5. Khairurl 

Fahmi  

Prersidern dan Wakil Prersidern diperrbolerhkan berrkampanyer sersurai 

Pasal 299 UrUr Permilur, namu rn harurs mermaturhi atu rran hurkurm yang 

ada karerna merrerka perjabat nergara. Jika merrerka anggota partai, 

merrerka dapat berrkampanyer urnturk partainya tanpa syarat. Jika 

burkan anggota partai atau r burkan calon, merrerka hanya bisa 

berrkampanyer serterlah terrdaftar serbagai tim kampanyer di KPUr, 

sersurai Pasal 269 dan 272 U rUr Permilur, urntu rk merncergah 

pernyalahgurnaan kerkurasaan. 

 
 15 Willa Wahyuni “Pakar HTN Soroti Etika Berpolitik dan Berpartai Presiden” 

https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-htn-soroti-etika-berpolitik-dan-berpartai-presiden-

lt65b0e55cd7242/?page=2 (diakses pada 17 November 2024, Pukul 18.37 WIB) 

https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-htn-soroti-etika-berpolitik-dan-berpartai-presiden-lt65b0e55cd7242/?page=2
https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-htn-soroti-etika-berpolitik-dan-berpartai-presiden-lt65b0e55cd7242/?page=2
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Serlama berrkampanyer, merrerka dilarang me rnggu rnakan fasilitas 

nergara, serperrti kerndaraan dan rurmah dinas, kercurali terlah terrdaftar 

serbagai tim kampanyer dan merlaksanakan curti, serbagai batas 

antara tu rgas kernergaraan dan kampanyer. Jika statu rs tidak jerlas, 

pernyalahgurnaan fasilitas ne rgara bisa terrjadi, merrursak intergritas 

permilur. 

Prersidern dan Wakil Prersidern jurga dilarang mermberrikan urang atau r 

barang dalam kampanyer, sersurai Pasal 521 UrUr Permilur, serrta tidak 

bolerh mermburat kerpurtursan ataur tindakan yang me rngurnturngkan 

ataur merrurgikan calon te rrterntur dalam permilur (Pasal 547 UrUr 

Permilur). Perlanggaran terrhadap atu rran ini dapat dike rnakan pidana 

permilur. 

Sercara kerserlurrurhan, merskipu rn merrerka sah u rntu rk berrkampanyer, 

harurs jerlas statursnya dan tidak me rnggurnakan fasilitas nergara ataur 

tindakan yang merrurgikan calon lain, dermi mernjaga keradilan dan 

intergritas permilur.16 

  

Serjurmlah pakar hu rkurm mernyampaikan kritik te rrkait dampak serriurs yang mu rncurl akibat 

nertralitas Prersidern yang diperrtanyakan serlama Pilprers 2024. Siturasi ini mernggarisbawahi risiko 

bersar yang dapat terrjadi di serburah nergara dermokrasi jika ke rpala nergara gagal me rnerrapkan asas 

nertralitas sercara konsistern. Pilprers yang sermerstinya berrjalan transparan ju rstrur mermurncurlkan 

perrderbatan di kalangan masyarakat dan pakar hu rkurm, khursursnya terrkait sikap Prersidern Jokowi 

serlama prosers Pilprers 2024. Hal ini me rnergaskan perntingnya kerpala nergara mernjaga nertralitas 

urnturk mernghindari polermik yang dapat mernggerrurs kerperrcayaan purblik..  

Merskipu rn hak prersidern urnturk berrkampanyer diakuri sercara hurkurm, hal ini kerrap mernurai kritik 

dari berrbagai kalangan, se rperrti akadermisi, mahasiswa, LSM, dan masyarakat. Kritik ini se rmakin 

merngermurka dalam Permilihan Prersidern 2024, di mana salah satu r calon mermiliki hurburngan 

kerkerrabatan ataur hurburngan kerkurasaan derngan Prersidern Joko Widodo. Kondisi ini me rmurncurlkan 

 
16 Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. “Presiden Kampanye, ada potensi Penyelundupan Hukum” 

https://www.unand.ac.id/index.php/berita/opini/801-opini-htn-unand-opini.html (diakses pada tanggal 17 November 

2024, Pukul 18.52 WIB) 

https://www.unand.ac.id/index.php/berita/opini/801-opini-htn-unand-opini.html
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kerkhawatiran akan nertralitas prersidern yang serdang me rnjabat, terrurtama terrkait pernerrapan prinsip 

ertika politik.17 

Merskipurn prersidern merngajurkan curti urnturk kampanyer, perrlur diperrtimbangkan apakah 

tindakan terrserburt akan merngurnturngkan dirinya, kerlurarganya, ataur pihak lain. Jika prersidern 

terrdaftar serbagai perlaksana kampanyer dan ikurt serrta dalam kampanyer, dampaknya bisa 

merngurnturngkan dirinya ataur orang-orang terrterntur. Dalam konterks ini, Pasal 299 UrUr Permilur 

serharursnya dipahami bahwa hak prersidern dan wakil prersidern urnturk berrkampanyer hanya berrlaku r 

bagi pertahana. 

Sercara normatif, UrUr Permilur mermang tidak merlarang prersidern urnturk berrkampanye r 

merndurkurng pasangan calon terrterntur, asalkan prersidern merngambil curti di lurar tanggurngan nergara 

dan tidak mernggurnakan fasilitas nergara urnturk kampanyer. Namurn, merskipurn dermikian, tindakan 

prersidern berrkampanyer tertap dapat mernimburlkan komplikasi hurkurm dan berrisiko merngurnturngkan 

pihak terrterntu r, terrmasurk dirinya serndiri. 

Kerternturan dalam Pasal 299 ayat (1) U rndang-Urndang Nomor 7 Tahurn 2017 Terntang Permilur 

serharursnya dimaknai bahwa prersidern hanya berrkampanyer urnturk dirinya serbagai pertahana. 

Berrdasarkan pernerlursurran Pernurlis, UrUr Permilur tidak sercara tergas merngaturr larangan ataur kerbolerhan 

prersidern urnturk berrkampanyer merndurkurng pasangan calon lain. 

Serlain itu r, terrkait du rgaan adanya pernyalahgurnaan kerkurasaan olerh prersidern saat dikertahu ri 

ada anggota kerlurarganya yang te rrlibat dalam Permilihan U rmurm, maka serharu rsnya ada aturran yang 

jerlas dan tergas kertika dikertahuri ada anggota kerlurarga prersidern yang merncalonkan diri. 

Kerberrpihakan sermacam ini dapat mernimburlkan konflik kerperntingan yang merrursak prinsip 

keradilan dan nertralitas dalam prosers permilur. Tanpa adanya rergurlasi yang mermbatasi kerterrlibatan 

kerlurarga prersidern dalam konterstasi politik, prersidern berrisiko mernggurnakan kerkurasaannya urnturk 

merndurkurng ataur mermpromosikan calon yang derkat derngannya, baik sercara langsurng maurpurn 

tidak langsurng. Hal ini dapat mernciptakan kertidakadilan, merrursak intergritas permilur, dan 

merngurrangi kerperrcayaan purblik terrhadap lermbaga permerrintahan. Olerh karerna itu r, perngawasan dan 

aturran yang jerlas merngernai hal ini sangat diperrlurkan urnturk mermastikan bahwa prosers permilur 

 
17 Prosiding Seminar and Hukum Aktual, “Antara Pemilu Dan Etika : Batasan Kewenangan Presiden Dalam 

Kontestasi Pemilihan Presiden Di Indonesia” 3, no. 3 (2024): 129–139. Hal.,130-131 



Rehan Fahri Septiawan, *Muhammad Eriton, *Muhammad Amin 

Limbago : Journal of Constitutional Law  80 
 

berrjalan derngan fair dan transparan, serrta tidak disu rsurpi olerh kerperntingan pribadi ataur kerlurarga 

perjabat nergara.  

Dalam pernderkatan kasu rs pada perristiwa ini yang me rnimburlkan adanya Kontra te rrkait Hak 

Prersidern iku rt serrta dalam kampanyer  yaitur merrurjurk pada pokok perrkara nomor 166/PU rUr-

XXI/2023 yaitu r merngaju rkan perrurbahan terrhadap serdikitnya 3 Pasal U rndang-Urndang Nomor 7 

Tahurn 2017 Terntang Permilur terrkait kerikurtserrtaan Prersidern dalam Kampanyer Permilur pada Pasal 

299 UrUr Permilur yang merngatu rr hak prersidern dan wakil prersidern merlaksanakan kampanyer, diminta 

ditambahkan syarat "Tidak terrikat hurburngan kerlurarga serdarah ataur sermernda sampai derrajat kertiga, 

ataur hurburngan su rami ataur istri merskipu rn terlah berrcerrai derngan pasangan calon, calon anggota 

DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabu rpatern/kota, serrta tidak mermiliki pote rnsi konflik 

kerperntingan derngan tu rgas, werwernang dan hak jabatan masing-masing.”  

Syarat yang sama diminta ditambahkan pada Pasal 280 Ayat (2) UrUr Permilur yang merngaturr 

daftar perjabat nergara yang dilarang iku rt serrta salam tim kampanyer dan pasal Kermurdian, Pasal 281 

Ayat (1), yang merngaturr perlibatan prersidern-wakil prersidern dalam kampanyer permilur, diminta agar 

ditambahkan syarat yang sama serperrti pada isi gurgatan pasal 299 U rUr Permilur yaitu r  “Tidak terrikat 

hurburngan kerlurarga serdarah ataur sermernda sampai derrajat kertiga, ataur hurburngan surami ataur istri 

merskipurn terlah berrcerrai derngan pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD 

kaburpatern/kota, serrta tidak mermiliki poternsi konflik kerperntingan derngan turgas, werwernang dan 

hak jabatan masing-masing.18 

Pemohon Perkara Nomor 166/PUU-XXI/2023 itu menjelaskan, presiden, wakil presiden, 

menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sepatutnya 

dilarang mengikuti kampanye keluarganya yang menjadi peserta pemilu. Sebab, hal ini sebetulnya 

telah diatur Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menginginkan pemilu 

dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil.19 

Asas pemilu jujur diwujudkan dengan pembebanan kewajiban kepada semua pihak yang 

terlibat dalam pemilu, baik itu penyelenggara, pemerintah, partai, peserta, pengawas, dan 

pemantau pemilu termasuk pemilih untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan yang 

 
18 Vitorio Mantalean dan icha Rastika, “Gugat UU Pemilu ke MK, Advokat Minta Presiden Dilarang 

Kampanye Jika Sedarah”  https://nasional.kompas.com/read/2024/01/26/22044821/gugat-uu-pemilu-ke-mk-advokat-

minta-presiden-dilarang-kampanye-jika-sedarah?page=all (diakses pada 24 Desember 2024 pukul 05.45 WIB 
19 https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19887  

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/26/22044821/gugat-uu-pemilu-ke-mk-advokat-minta-presiden-dilarang-kampanye-jika-sedarah?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2024/01/26/22044821/gugat-uu-pemilu-ke-mk-advokat-minta-presiden-dilarang-kampanye-jika-sedarah?page=all
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19887
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berlaku. Sementara, asas pemilu yang adil mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam pemilu 

mendapatkan perlakuan yang sama (equal treatment) serta bebas dari kecurangan pihak manapun. 

Pemohon mengatakan, pembiaran bagi presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil 

gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota untuk dapat mengikuti kampanye 

anggota keluarganya yang ikut kontestasi pemilu secara langsung bertentangan dengan prinsip 

pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Kehadiran secara fisik para pejabat itu akan menjadi perintah 

non-verbal yang sangat kuat kepada khalayak luas bahwa sang pejabat secara tidak langsung 

meminta seluruh masyarakat mengikuti pemilihannya untuk turut mendukung keluarganya yang 

ikut dalam kontestasi pemilu.  

Implikasi politik dari permbatasan kerwernangan prersidern dalam prosers kampanyer urnturk 

pernguratan sisterm permilur dapat mernghasilkan dampak positif dan nergatif. Di antara dampak positif 

yang murncurl adalah terrciptanya keradilan dalam kompertisi, merningkatnya kerperrcayaan purblik, 

pernguratan prinsip dermokrasi, serrta terrciptanya perrsaingan yang serhat. Serbaliknya, dampak nergatif 

yang murngkin timburl antara lain adalah kerterrbatasan aksers informasi, permbatasan pernggurnaan 

fasilitas nergara, poternsi pernyalahgurnaan kerkurasaan, serrta gangguran terrhadap jalannya 

permerrintahan prersidern serhari-hari. 

Hurburngan antara permbatasan kerwernangan prersidern dan pernguratan sisterm permilur terrlertak 

pada perngurrangan risiko pernyalahgurnaan kerkurasaan, perningkatan keradilan dalam kompertisi 

politik, pernguratan akurntabilitas permerrintah, serrta perningkatan transparansi dalam prosers permilur. 

Serlain itur, permbatasan terrserburt jurga mermbantur mernjaga kerserimbangan kerku rasaan, merncergah 

konserntrasi kerkurasaan yang berrlerbihan pada satur pihak, dan mermastikan bahwa permilur berrjalan 

derngan prinsip dermokrasi yang lerbih baik. 

Serbagai bagian dari prinsip cherck and balancers dalam sisterm permerrintahan, DPR mermiliki 

kerwernangan urnturk merngambil tindakan kertika ada indikasi pernyalahgurnaan kerkurasaan olerh 

Prersidern, khursursnya dalam kerbijakan permerrintah yang berrkaitan derngan permilur. Salah satur bernturk 

perngawasan DPR adalah merlaluri pernggurnaan tiga hak urtamanya, yaitur hak interrperlasi, hak angkert, 

dan hak mernyatakan perndapat. 
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IV. Penutup 

A.   Kesimpulan 

Ketentuan kampanye, khususnya terkait Presiden dan pejabat publik, diatur dalam sepuluh 

pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta diperkuat dalam 

PKPU No. 15 Tahun 2023. Inti dari regulasi tersebut mencakup ketentuan yang memperbolehkan 

dan melarang aktivitas kampanye, terutama penggunaan fasilitas negara. Meskipun Presiden 

diizinkan ikut serta dalam kampanye berdasarkan Pasal 282 dan 299, pasal-pasal lain menegaskan 

adanya larangan menggunakan fasilitas negara, kecuali untuk pengamanan, protokoler, dan 

kesehatan. Larangan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan demi kemenangan 

calon tertentu. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap minimal tiga pasal dalam Undang-

Undang Pemilu, terutama Pasal 299, 280 ayat (2), dan 281 ayat (1), dengan menambahkan syarat 

bahwa Presiden, Wakil Presiden, serta pejabat publik tidak memiliki hubungan keluarga atau 

konflik kepentingan dengan peserta pemilu, agar integritas dan keadilan pemilu tetap terjaga. 

B.   Saran 

KPUr perrlur merngambil langkah tergas dalam mernangani perlanggaran yang berrpoternsi 

merlermahkan prinsip nertralitas Perjabat Nergara. Serlain itur, KPUr harurs mernjaga intergritas 

interrnalnya urnturk mermastikan permilur berrjalan sercara adil. Bawaslur jurga mermiliki perran pernting 

urnturk merngawasi KPUr dan merngambil tindakan jika terrjadi pernyalahgurnaan werwernang dan 

Derwan Perrwakilan Rakyat perrlur merrervisi Undang-Urndang Nomor 7 Tahurn 2017 Terntang 

Permilur terrkait perngaturran Hak prersidern berrkampanyer urnturk salah satur pasangan calon  

agar terrciptanya kerpastian hurkurm. 
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